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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI PADA 
PERJANJIAN  

JUAL BELI EKSPOR KOPI ANTARA PT. DEGAYO AGRI INDONESIA 
KE SUCAFINASA 

(STUDI PT. DEGAYO AGRI INDONESIA) 
 

PUTRI HASANAH NASUTION 

NPM : 198400218 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

 

Perjanjian jual beli kopi melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para 
pihak yang membuat perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan diri, 
dengan syarat-syarat yang disepakati. Diawali dengan adanya perjanjian yang 
melahirkan hak dan kewajiban maka menimbulkan Tanggung jawab kepada para 
pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai tanggung jawab 
hukum dalam jual beli ekspor kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia ke 
Sucafinasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif, yaitu pemaparan hasil penelitian 
yang dilakukan dengan cara menerangkan data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dan penelitian kepustakaan secara sistematis kemudian ditarik suatu 
kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang 
diteliti. Hasil penelitian pada PT. Degayo Agri Indonesia yaitu berkewajiban 
mengirim barang ke importir sesuai tanggal kesepatan, begitu juga Sucafinasa 
berkewajiban membayarkan kewajibannya kepada  setelah barang sampai. Namun 
ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 
tanggung jawab. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada PT. Degayo Agri Indonesia 
dengan Sucafinasa yaitu keterlambatan pengiriman kopi yang melewati tanggal 
perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan eksportir dan importir melakukan 
wanprestasi terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian tidak 
dapat dipenuhi. Pelaksanaan ekspor impor kopi diselesaikan melalui penyelesaian 
sengketa dalam bentuk negosiasi. 
 
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Ekspor Kopi. 
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ABSTRACT 

THE LEGAL LIABILITY OF DEFAULTS IN AGREEMENTS OF COFFEE 

EXPORT SALES AND PURCHASING BETWEEN PT DEGAYO AGRI 

INDONESIA TO SUCAFINA SA 

(A STUDY AT PT DEGAYO AGRI INDONESIA) 

 

BY: 

PUTRI HASANAH NASUTION 

REG. NUMBER: 198400218 

CIVIL LAW DEPARTMENT 

 

The coffee sale and purchase agreement creates reciprocal obligations for the 
parties who make the agreement where both parties bind themselves with the 
agreed terms. It starts with the agreement creating rights and obligations and then 
leads to responsibilities for the parties. The research purposed to discuss legal 
liabilities in buying and selling coffee exports of PT Degayo Agri Indonesia to 
Sucafina SA. The type of research used was normative juridical research. The data 
collection techniques used were the library and field research. Then, the data 
analysis carried out in this research was descriptive, namely presenting the results 
by explaining the data obtained systematically through field and library research 
and then drawing a clear conclusion to answer the formulation of the research 
problem being studied. The research results at PT Degayo Agri Indonesia were 
obliged to send goods to the importer according to the agreed date, and the same 
Sucafina SA was obliged to pay its obligations to the importer after the goods 
arrived. However, some exceptions made it possible to be released from 
responsibility. The forms of default occurred at PT Degayo Agri Indonesia and 
Sucafina SA, namely delays in sending coffee past the agreed-upon agreement date. 
Exporters and importers carrying out defaults occurred against the parties' will 
and it could not be predicted in advanced, thus the obligations specified in the 
agreement could not be met. The implementation of coffee exports and imports was 
resolved through dispute resolution in negotiations.  

 

Keywords: Responsibility; Agreement; Coffee Exports. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, yaitu 

melakukan transaksi ekonomi dengan negara asing yang biasa disebut dengan 

perdagangan internasional, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.1 Terjadinya ekspor impor 

dikarenakan adanya perbedaan iklim, perbedaan sumber daya manusia di dalam 

mengolah sumber daya ekonomi. Perbedaan sumber daya alam, budaya, tenaga 

kerja, dan jumlah penduduk menyebabkan perbedaan hasil produksi suatu negara, 

membuka kerjasama dengan negara lainnya, era globalisasi dan perbedaan lainnya 

menyebabkan keunggulan suatu negara atas negara lain.2 

Ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa dari dalam wilayah 

Indonesia ke luar negeri untuk tujuan perdagangan. Artinya, perusahaan atau 

individu dapat melakukan ekspor dengan mengirimkan barang-barang ke pasar 

internasional untuk dijual atau diperdagangkan.3  

Ekspor dan impor merupakan dua aspek yang berbeda dalam perdagangan 

internasional, di mana ekspor berarti mengirimkan barang atau jasa ke luar negeri 

untuk diperdagangkan, pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir, sedangkan 

 
1 Nurlaili, “Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 7 No 2 (2021), hal 2. 
2 Ibid, hal 2. 
3 Sattar, Buku Ajar Ekonomi Internasional, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 82. 
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impor adalah pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan atau 

dijual di dalam negeri, pelaku yang melakukan impor disebut importir. 4 

Kopi merupakan salah satu komoditas dari sektor tanaman yang memiliki 

peran penting dalam perekonomian Indonesia.5 Takengon, sebuah kota di 

Kabupaten Aceh Tengah, khususnya daerah Aceh Gayo, menjadi salah satu 

produsen kopi terbesar di Indonesia. Diantara berbagai jenis kopi yang ada di 

Indonesia, Kopi Aceh Gayo memiliki popularitas yang tinggi hingga mendunia, 

sehingga ekspor kopi Gayo terus berkembang pesat dan menunjukkan potensi pasar 

yang sangat tinggi di tingkat internasional. Hal ini membuat Kopi Gayo memiliki 

dampak yang signifikan terhadap pergerakan pasar kopi secara global. 

Dalam upaya mendukung kegiatan perdagangan kopi, Indonesia menjadi 

bagian dari Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization / 

ICO). ICO adalah sebuah lembaga internasional antarpemerintah yang berfokus 

pada komoditas kopi, yang berkantor pusat di London, Inggris. Negara-negara 

anggota ICO melakukan pertemuan dua kali setahun untuk membahas berbagai hal, 

termasuk perkembangan produksi dan industri kopi, perdagangan kopi global, serta 

upaya pengembangan pertanian kopi yang berkelanjutan. Tujuan utama ICO adalah 

memperkuat sektor kopi secara global dan mendorong pengembangan 

berkelanjutan dalam lingkungan yang berbasis pasar, untuk kemajuan semua negara 

anggota. Keanggotaan Indonesia dalam ICO didasarkan pada Peraturan Presiden 

 
4 Victor Tulus Pangapoi Sidabutar, Toto Aminoto, Ekspor Impor: Teori dan Praktik Untuk 

Pemula, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2021), hal 17. 
5 Wulandari, Skripsi, Analisis Pengaruh Jumlah Produksi, Harga dan Kurs Terhadap Nilai 

Ekspor Kopi Gayo, (Medan:UINSU, 2021), hal 1. 
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No. 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007.6 

Sebagai anggota ICO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kopi Internasional (ICO), yang dijelaskan 

dalam International Coffee Agreement (ICA) 2007. Beberapa aspek peraturan yang 

harus diikuti oleh Indonesia antara lain adalah: 

1. Mengikuti fungsi dan tujuan organisasi ICO, serta mengikuti sistem 

administrasi Dewan dan komite-komite ICO. 

2. Menyesuaikan dengan regulasi staf yang berlaku di ICO. 

3. Melakukan pelaporan data statistik secara berkala sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh ICO. 

4. Menerbitkan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) pada tata niaga ekspor kopi, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ICO. 

5. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat ICO untuk keperluan 

studi dan kajian di sektor kopi. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap ICO, setiap pengiriman ekspor kopi dari 

Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen SKA sesuai ketentuan yang ditetapkan 

oleh ICO.7 

Perjanjian jual beli kopi menciptakan kewajiban timbal balik bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak sepakat dan 

mengikatkan diri sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. 8 Dalam Pasal 

 
6 Kementrian Perdagangan, “International Coffee Organization (ICO)”, 

https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-komoditi-internasional/ico, 
(Dikutip, 18 Desember 2022, 14.56 WIB) 

7 Alfianur, “Upaya International Coffee Organization (ICO) Dalam Mendorong Produk 
Kopi Indonesia Untuk Bersaing Di Pasar Internasional”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional 
Vol. 7 No. 4 (2019), hal. 2. 

8 Jenorika Christy Rori, “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor 
Barang”, Lex Et Societatis Vol. VIII (2020), hal. 66. 
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1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa jual 

beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual 

berkomitmen untuk menyerahkan benda yang dijual, dan pembeli berkomitmen 

untuk membayar harga yang telah disepakati. 

Perjanjian jual beli kopi juga mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali 

kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan yang diatur 

oleh Undang-Undang. Selain itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakannya 

dengan penuh tanggung jawab. 

Dari Pasal 1338 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa jual beli kopi 

menciptakan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang terlibat, dan 

pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, untuk sahnya 

perjanjian jual beli kopi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Syarat-syarat sahnya perjanjian terdiri dari empat hal, yaitu: 

1. Terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak. 

2. Para pihak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

3. Perjanjian harus memiliki objek yang dapat menjadi pokok perjanjian, dalam 

hal ini objeknya adalah kopi. 

4. Perjanjian tersebut harus memiliki causa atau tujuan yang sah dan legal. 

Jika perjanjian jual beli kopi memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian 

tersebut dianggap sah menurut hukum. 
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Syarat (1) dan (2) disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika salah satu dari kedua syarat 

ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal ini, pihak yang 

merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 

membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, jika semua pihak yang 

terlibat tidak keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sementara itu, 

syarat (3) dan (4) disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari 

perjanjian itu sendiri. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka 

perjanjian akan batal secara hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak 

pernah terjadi sejak awal. Dengan demikian, ada dua kelompok syarat dalam sahnya 

suatu perjanjian: syarat subjektif yang berhubungan dengan pihak-pihak yang 

terlibat, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat 

subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan melalui proses hukum, tetapi 

jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian akan batal secara otomatis tanpa 

perlu pengajuan pembatalan ke pengadilan. 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat 

sah mengakibatkan para pihak terikat. Ini berarti bahwa semua perjanjian yang sah 

memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang 

membuatnya. Dengan kata lain, para pihak harus mematuhi dan melaksanakan 

perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik 

kembali kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-

alasan yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti bahwa setelah perjanjian sah 

terbentuk, para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan 

dari pihak lain. Namun, jika ada alasan yang diatur oleh undang-undang yang cukup 
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untuk membatalkan perjanjian, hal tersebut dapat dilakukan. Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah menciptakan kewajiban 

hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan pembatalan perjanjian hanya dapat 

dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan yang 

diakui oleh undang-undang. 

Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang diwajibkan untuk 

menanggung segala akibat dari perbuatannya. Bertanggung jawab untuk menerima 

konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang disadari atau tidak disadari, karena 

memiliki kesadaran tentang dampaknya terhadap kepentingan orang lain. 

Tanggung jawab muncul karena manusia hidup dalam masyarakat dan di 

lingkungan alam yang mengharuskan mereka untuk tidak bertindak semaunya, agar 

tercipta harmoni, keseimbangan, dan keserasian antara manusia dengan Tuhan, 

sesama manusia, dan lingkungan alam.9 

Meskipun perjanjian dibuat dengan harapan bahwa semua yang telah 

disepakati akan berjalan dengan lancar, namun dalam beberapa situasi, pertukaran 

prestasi tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan ini menyebabkan munculnya 

peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan 

perjanjian tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan 

tidak dilaksanakan sama sekali.10 Secara umum, wanprestasi dapat diartikan 

sebagai keadaan di mana seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya, baik pada 

 
9 Faisal Rosid, “Pengertian Tanggung jawab”, https://www.scribd.com, (Dikutip, 03 

Desember 2022, 22.16 WIB) 
10 NA Sinaga, N Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”. 

Jurnal Mitra Manajemen Vol. 7 No. 15 (2020). hal. 44. 
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tahap sebelum perjanjian terbentuk, saat pembentukan perjanjian, maupun saat 

pelaksanaannya. 

Secara umum, seseorang dapat dianggap lalai atau melakukan wanprestasi 

dalam berbagai cara, seperti tidak memenuhi prestasi secara keseluruhan, 

melaksanakan prestasi dengan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau 

melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Unsur-unsur dari wanprestasi 

meliputi: 

1. Adanya perjanjian yang sah (sesuai Pasal 1320 KUHPerdata). 

2. Adanya kesalahan atau kelalaian (baik karena kelalaian atau kesengajaan) dari 

pihak yang melakukan wanprestasi. 

3. Adanya kerugian yang timbul akibat dari wanprestasi tersebut. 

4. Adanya sanksi, yang dapat berupa ganti rugi, sebagai akibat dari wanprestasi. 

5. Wanprestasi dapat berakibat pada pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan 

kewajiban membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke 

pengadilan. 

Wanprestasi adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati 

dalam perjanjian, dan jika terjadi, pihak yang melakukan wanprestasi dapat 

dikenakan sanksi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

kelalaian atau pelanggaran tersebut.11 

Terjadinya wanprestasi akan menyebabkan pihak lain (lawan dari pihak 

yang melakukan wanprestasi) mengalami kerugian. Akibat dari kerugian tersebut, 

 
11 Ibid, hal. 51. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Putri Hasanah Nasution - Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian….



 

8 
 

pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tuntutan dari 

pihak lawan, yang bisa berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian 

dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian 

dengan tuntutan ganti rugi.  Terdapat empat akibat dari adanya wanprestasi, yaitu: 

a. Perikatan tetap ada. 

b. Debitur (pihak yang wanprestasi) harus membayar ganti rugi kepada kreditur 

(pihak yang dirugikan), sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. 

c. Beban resiko beralih kepada debitur untuk kerugian yang dialami, jika 

halangan tersebut muncul setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika 

terdapat kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat 

mengandalkan alasan keadaan memaksa. 

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur berhak membebaskan 

diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 

1266 KUH Perdata.12 

Ada dua alasan bagi munculnya ganti rugi, yaitu ganti rugi akibat 

wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi akibat 

wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang mencakup Pasal 1233 hingga 

Pasal 1252 KUHPerdata. Sementara itu, ganti rugi karena perbuatan melanggar 

hukum adalah bentuk ganti rugi yang dikenakan kepada orang yang telah 

melakukan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena 

adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Dan umumnya, masalah dalam 

 
12 Ibid, hal. 52. 
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kegiatan ekspor dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu masalah eksternal 

dan internal. Masalah eksternal terkait dengan faktor-faktor yang berasal dari luar 

perusahaan, sedangkan masalah internal terkait dengan faktor-faktor dari dalam 

perusahaan itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan 

perencanaan dan tindakan yang tepat guna meminimalisir dampak yang mungkin 

timbul.13  

Dalam perdagangan internasional kopi, pihak eksportir harus memastikan 

objek bisnisnya dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa 

konsumen akan terus membeli produk kopi yang dihasilkan dalam jumlah besar dan 

untuk jangka waktu yang panjang. Dalam tahap negosiasi, terdapat beberapa aspek 

penting yang harus ditentukan, seperti jenis kopi yang akan diekspor, penentuan 

kualitas produk berdasarkan hasil uji standar, dan kuantitas yang akan dikirim. 

Metode pengiriman ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang 

harus disesuaikan dengan ketersediaan distributor dan biaya transportasi sesuai 

dengan jarak tujuan. Setelah mencapai kesepakatan, proses selanjutnya adalah 

penandatanganan kontrak. Setelah kontrak selesai ditandatangani, tahap 

selanjutnya adalah pembayaran. Dalam keseluruhan proses ini, kepercayaan dan 

kualitas produk sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan 

keberlanjutan perdagangan kopi antar negara.14 

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) dan sistem Online Single Submission Risk-

 
13 Edi Surpardi, Ekspor Impor: Teori dan Pratikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi 

Logistik Dan Bisnis, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 29. 
14 Ikram Pratama, skripsi, Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga 

Dalam Persprektif Akad Bai’ As-Salam (Banda Aceh: UINAR, 2021), hal. 6. 
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Based Approach, ketentuan mengenai ekspor kopi di Indonesia diatur dalam dua 

peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 109 Tahun 2018) dan Peraturan Nomor 

80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 80 Tahun 2019). 

Saat itu, pelaku usaha kopi yang ingin melakukan ekspor diharuskan untuk 

mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) sesuai dengan 

peraturan tersebut. 

Namun, setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, serta sistem 

Online Single Submission Risk-Based Approach diimplementasikan, kedua 

peraturan Menteri Perdagangan tersebut, yaitu Permendag Nomor 109 Tahun 2018 

dan Permendag Nomor 80 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua 

peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 19 Tahun 2021) dan 

Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 2 Tahun 2022). 

Hal ini menjadi aturan terbaru yang mengatur kebijakan dan prosedur ekspor kopi 

di Indonesia. 

Dalam beberapa kasus transaksi jual beli kopi antar negara, perhatian utama 

adalah kemampuan pihak eksportir untuk menyediakan stok yang dibutuhkan 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting karena 
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ketersediaan stok memerlukan konsistensi dari pihak importer untuk menjaga 

kualitas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.15 

Hambatan yang sering dihadapi dalam proses ekspor kopi terutama terjadi 

dalam pengiriman. Ekspor melibatkan tidak hanya pembeli dan penjual, tetapi juga 

melibatkan pihak ketiga seperti pihak pelayaran kapal laut. Salah satu masalah yang 

sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman yang melewati batas tanggal 

kontrak perjanjian karena adanya kendala dalam pelayaran, seperti 

ketidakmungkinan memiliki jadwal ke negara tujuan ekspor. Terkait tanggung 

jawab atas terjadinya wanprestasi dalam ekspor impor kopi, umumnya syarat-syarat 

yang diatur dalam incoterm digunakan. Incoterms 2000 memuat 13 syarat yang 

dikategorikan ke dalam empat kelompok. Syarat-syarat yang paling sering 

digunakan dalam ekspor kopi adalah Free On Board (FOB), Cost and Freight 

(CFR), dan Cost Insurance and Freight (CIF).  

PT. Degayo Agri Indonesia melakukan ekspor kopi ke Sucafinasa dengan 

menggunakan sistem pembayaran Open Account. Open Account (perhitungan 

kemudian) adalah metode pembayaran di mana eksportir mengirimkan dokumen 

keuangan kepada importir melalui jasa bank. Dalam metode ini, eksportir dan 

importir telah menyetujui bahwa penyelesaian pembayaran jual beli akan dicatat 

dalam pembukuan masing-masing pihak, atau importir akan melunasi pembayaran 

pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam metode pembayaran Open Account, dokumen komersial dikirim 

langsung oleh eksportir kepada importir sehingga importir dapat mengambil barang 

setelah tiba di pelabuhan tujuan negara importir. Metode Open Account ini cocok 

 
15 Ibid, hal. 7. 
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digunakan jika eksportir yakin bahwa importir dapat dan bersedia melaksanakan 

pembayaran, eksportir memiliki keyakinan bahwa pemerintah negara importir tidak 

akan memberlakukan kebijakan devisa yang ketat, dan eksportir memiliki likuiditas 

yang memadai untuk memberikan kredit kepada importir.16 

Metode pembayaran ini sering digunakan dalam transaksi antara penjual 

dan pembeli yang telah memiliki hubungan dagang yang cukup lama, atau mereka 

yang saling mengenal dan memiliki kepercayaan penuh terhadap kredibilitas 

masing-masing pihak. Selain itu, metode pembayaran ini juga dapat digunakan jika 

terdapat kepastian mengenai barang dan dokumen yang akan diterima oleh importir, 

serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran. 

Menurut penulis, terdapat permasalahan dalam perjanjian jual beli kopi 

antara PT. Degayo Agri Indonesia dan Sucafinasa terkait pengiriman ekspor. Pihak 

eksportir mengalami keterlambatan dalam mengirim kopi kepada pihak importir, 

melewati batas tanggal kontrak. Karena adanya masalah ini, diperlukan tanggung 

jawab hukum agar kedua belah pihak dapat menghindari pelanggaran aturan. 

Berdasarkan kondisi yang diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Tanggung Jawab Hukum 

dalam Wanprestasi pada perjanjian jual beli ekspor kopi antara PT Degayo 

Agri Indonesia ke Sucafinasa". 

 

 

 

 
16 Ramlan Ginting, Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2007), hal. 15. 
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1.2 Perumususan Masalah 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang penelitian di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam Tanggung Jawab Hukum 

dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri 

Indonesia dan Sucafinasa. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada 

PT. Degayo Agri Indonesia ? 

2. Bagaimana bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi 

wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang  penulis lakukan adalah :  

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor 

kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila 

terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri 

Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam 

penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 
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 Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang 

signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian ekspor kopi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan 

lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus 

wanprestasi pada perjanjian ekspor kopi, serta mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi oleh eksportir dalam penyelesaian wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli kopi 

b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan 

bermanfaat bagi pihak lain, terutama para praktisi hukum. 

1.5 Keaslian Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi 

dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum belum 

ditemukan adanya penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian 

yang diangkat dalam skripsi ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang 

berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, antara lain :  

1. Fatmasari, Ajeng Danur Mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

dengan jurnal referensi hukum “Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan 

Perdagangan Ekspor Impor (Studi Kasus PT. Golden Flower)“. 

a. Sampai Sejauh manakah batas tanggung jawab dari masing-masing aktor 

yang terlibat dalam perdagangan ekspor impor ini, bila timbul permasalahan 
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yang terjadi karena adanya salah satu atau beberapa aktor yang tidak 

melaksanakan kewajibannya dengan baik ? 

b. Apakah kredit berdokumen yang dipergunakan di dalam perdagangan 

ekspor impor sudah merupakan instrumen yang paling aman untuk 

dipergunakan, terutama bila ada aktor yang tidak melaksanakan 

kewajibannya dengan baik ? 

2. Atika Suri, Mahasiswa Bagian Hukum Universitas Syah Kuala, dengan skripsi 

referensi hukum “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara 

Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI) Ketiara Dengan Royal Coffee (Suatu 

Penelitian Di Takengan Kabupaten Aceh Tengah”. 

a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi 

pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan Royal Coffee ? 

b. Apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi (KOPEPI) 

Ketiara dengan Royal Coffee ? 

Berdasarkan pemaparan diatas judul Tanggung Hukum Dalam Wanprestasi 

Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke 

Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia) 

a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam ekpsor kopi PT Degayo 

Agri Indonesia dengan Sucafinasa ? 

b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi 

dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia dengan 

Sucafinasa ? 
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Penelitian belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum 

      2.1.1 Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata 

Dalam kehidupan ini, setiap individu memiliki kepentingan untuk memiliki 

kebebasan bergerak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kepastian dalam 

beberapa hal, seperti kepastian bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpindah 

dan berada di tempat manapun, hak untuk memiliki tempat berlindung dan 

memenuhi kebutuhan makanan, keinginan untuk menjaga kesehatan dan tetap 

produktif, aspirasi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan dapat 

dipertahankan, harapan untuk menikmati pendapatan yang layak, dan hak untuk 

memiliki kepemilikan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. 

Untuk mencapai kepentingan tersebut, manusia membutuhkan perlindungan 

dari hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Institusi 

pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan hukum. 

Dalam konteks hukum kepemilikan, hakikatnya mencakup pertanggungjawaban 

dan pemberian hak. Hukum menetapkan tanggung jawab dan mengakui hak-hak 

yang diberikan kepada individu sebagai subyek hukum. Selain itu, hukum juga 

sadar akan pentingnya melindungi individu melalui mekanisme tertentu. 

Mekanisme yang dimaksud adalah serangkaian kewajiban atau larangan serta 

pertanggungjawaban. Jika kewajiban tidak dipenuhi atau larangan dilanggar, 
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hukum akan menetapkan bentuk pertanggungjawaban sebagai mekanisme 

perlindungan.17 

Dalam perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, 

pasti akan mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum. Sebagai konsekuensi 

dari tanggung jawab hukum ini, timbul pula hak dan kewajiban bagi subjek hukum 

yang bersangkutan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi prinsip 

yang mendasari pelaksanaan hubungan hukum yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan.18  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan 

kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, 

kritik, atau tindakan hukum apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Dalam kamus 

hukum, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang 

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.19 

Menurut hukum, tanggung jawab merujuk pada akibat atau konsekuensi 

dari kebebasan individu dalam melakukan perbuatan yang terkait dengan etika atau 

moral. Ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukannya dan menerima akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan standar 

etika dan moral yang berlaku.20 

Tanggungjawab hukum secara perdata muncul karena adanya perikatan 

yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang 

 
17 Sari Murti Widiyastuti, Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata, (Yogyakarta: 

Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 19. 
18 Meidy Putri. Skripsi, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Proses 

Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, (Jember:UNMUH , 2019), hal. 11. 

19 Ibid, hal. 25. 
20 Ibid, hal 25. 
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lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata, yang disebut sebagai 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam PMH ini, terdapat unsur kesalahan 

yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban perdata, yang juga sering 

disebut sebagai civil liability.21 

Pengaturan tentang tanggung jawab dapat ditemukan dalam Pasal 1365, 

Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Ketiga pasal tersebut membentuk dasar 

hukum bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Istilah "tanggung gugat" 

mengacu pada hak seseorang yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan 

terhadap pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, meskipun hasil 

gugatannya belum tentu akan dikabulkan oleh hakim. Artinya, apakah gugatan 

tersebut diterima atau tidak, tergantung pada beberapa syarat, seperti apakah norma 

hukum yang dilanggar ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang 

mengajukan gugatan (Schuztnormtheorie). Salah satu syarat lainnya adalah apakah 

pelaku bertindak dengan kelalaian atau sengaja. Dalam kehidupan primitif, orang 

tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh tindakan ceroboh atau 

sengaja, karena dalam kedua kasus tersebut, seseorang dapat mengalami kerugian 

dan mencari pertanggungjawaban dari pelaku.22 

Tanggung jawab hukum perdata sebagai konsekuensi dari wanprestasi 

hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. 23 Hal ini sesuai 

dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak 

hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, 

 
21 Karima H. N. Skripsi, Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan, 

(Bandung:UNPAS, 2020), hal. 23. 
22 Sari Murti Widiyastuti, Op. Cit., hal. 11. 
23 Ampera Matippanna, Hukum Kesehatan, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), hal. 

184. 
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tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.  

PMH (Perbuatan Melawan Hukum) diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, 

yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur PMH yang 

terdapat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Adanya suatu perbuatan 

Artinya, harus ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

yang berakibat pada kerugian bagi orang lain. 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum 

Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum atau bertentangan 

dengan norma-norma hukum yang berlaku. 

c. Adanya kesalahan pihak pelaku 

Pelaku harus melakukan perbuatan tersebut dengan kelalaian, kecerobohan, 

atau kesalahan lainnya. 

d. Adanya kerugian bagi korban 

Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya kerugian 

yang dialami oleh orang lain. 

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

 Harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melawan 

hukum dengan kerugian yang diderita oleh korban. 

Jika kelima unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan 
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melawan hukum akan diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan 

akibat perbuatannya. 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan 

tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya 

perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika 

dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, salah satu pihak tidak 

memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut 

dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan 

dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. 

Sementara itu, tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan 

melawan hukum terkait dengan adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang 

bersumber dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul 

sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau norma-norma hukum yang berlaku, 

tanpa harus melibatkan perjanjian tertentu.24 

Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pertama, tanggung jawab kontraktual, dan kedua tanggung jawab perbuatan 

melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung 

jawab perbuatan melawan hukum terletak pada keberadaan perjanjian dalam 

hubungan hukum tersebut. Jika ada perjanjian yang mengatur hubungan antara 

pihak-pihak, maka pertanggungjawaban disebut tanggung jawab kontraktual. 

Sedangkan jika tidak ada perjanjian namun terdapat salah satu pihak yang 

merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap 

 
24 Ibid, hal. 28. 
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pihak yang menyebabkan kerugian tersebut berdasarkan perbuatan melawan 

hukum.25 

      2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata 

Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan 

tanpa adanya kesalahan dari pihak tersebut, terdapat ketentuan mengenai perbuatan 

melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip-prinsip 

tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 26 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability based 

on fault). 

Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan: 

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Definisi ini 

menyiratkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada 

tindakan positif, melainkan juga mencakup kelalaian untuk melakukan 

sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Pengertian kesalahan 

dalam konteks ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

maupun akibat kelalaian. Ukuran atau kriteria untuk menilai perbuatan 

pelaku adalah berdasarkan tindakan yang diharapkan dari seorang manusia  

normal, yaitu kapan dia seharusnya melakukan sesuatu dan kapan tidak. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini merupakan 

 
25 Rosa Agustina, dkk, Hukum Perikatan (Law of obligations), (Bali: Pustaka Larasan, 

2012), hal. 4. 
26 Asdaliva, Skripsi, Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan 

Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan, (Makassar:UNHAS, 2017), hal. 19. 
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prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1365, 

1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh sebagai dasar untuk 

menentukan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum. 

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 

liability) 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

atas perbuatan yang melawan hukum, sampai ia dapat membuktikan 

bahwa ia tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada si 

penggugat untuk menunjukkan bahwa tergugat memang bertanggung 

jawab atas perbuatan tersebut. 

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 

on liability) 

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam 

konteks transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contohnya pada hukum 

pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi 

tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen), 

dianggap sebagai tanggung jawab penumpang. Dalam situasi ini, 

pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute liability). 

Prinsip tanggung jawab mutlak sering dianggap sama dengan prinsip 

tanggung jawab absolut. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang 

dapat menyebabkan pembebasan dari tanggung jawab, contohnya adalah 
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keadaan force majeure. Prinsip tanggung jawab mutlak biasanya 

diterapkan karena konsumen tidak memiliki keuntungan untuk 

membuktikan kesalahan dalam proses produksi dan distribusi yang 

kompleks. Dalam prinsip ini, diasumsikan bahwa produsen dapat lebih 

siap menghadapi kemungkinan gugatan atas kesalahan yang terjadi, 

misalnya dengan memiliki asuransi atau menambahkan komponen biaya 

tertentu dalam harga produknya. 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (limitation of liability). 

Pelaku usaha cenderung menyukai prinsip tanggung jawab dengan 

pembatasan ini dan ingin mencantumkannya sebagai klausula eksonerasi 

dalam perjanjian standar yang dibuat oleh mereka. Namun, prinsip 

tanggung jawab ini dapat sangat merugikan konsumen jika ditetapkan 

secara sepihak oleh pelaku usaha. 

Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban seseorang untuk 

menanggung konsekuensi dari tindakannya yang melanggar ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan. Jika seseorang melakukan pelanggaran, ia harus 

bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 

berikut:  

(a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, 

(b) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab, 

(c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, 

(d) Prinsip tanggung jawab mutlak, dan 
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(e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata tergantung pada sifat 

hubungan hukum yang membentuk hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata, 

tanggung jawab dapat diminta berdasarkan dua hal, yaitu pertanggungjawaban atas 

kerugian akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau 

pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi. Pertanggungjawaban atas 

kerugian akibat perbuatan melawan hukum didefinisikan menurut Pasal 1365 

KUHPdt sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. 

Wanprestasi dalam KUHPdt dapat diartikan sebagai keadaan di mana 

seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati 

dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi dalam 

beberapa bentuk, yaitu: 

(a) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Pasal 1239 KUHPdt), 

(b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sebagaimana 

mestinya (Pasal 1248 KUHPdt), 

(c) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat (Pasal 1243 

KUHPdt), 

(d) Melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian (Pasal 1242 

KUHPdt).27 

 
27 Moh Syaeful Bahar, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan 
Pengusaha”. Jurnal Legisia Vol. 14 No. 2 (2022). hal. 227. 
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 

      2.2.1 Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie," yang berarti 

ketidakpenuhannya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-

pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian 

maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut Kamus 

Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, atau ketidakmampuan untuk 

memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.28 

Menurut Abdul R. Saliman, Wanprestasi merupakan suatu tindakan di mana 

seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.29 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi dapat diartikan sebagai 

ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.30 

Menurut KUHPerdata Pasal 1234 yang menyatakan, "Penggantian biaya, 

kerugian, dan bunga karena ketidakpemenuhan suatu perjanjian akan diwajibkan, 

jika debitur, meskipun telah dianggap lalai, masih tetap tidak memenuhi perjanjian 

tersebut, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat 

diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan." 

 
28 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 

1986), hal 60. 
29 Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 15. 
30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI, (Bandung: Sumur, 

1974), hal 17. 
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Wanprestasi atau perbuatan cidera janji (breach of contract) memiliki asal 

kata dari bahasa Belanda, yang berarti "prestasi" yang buruk dari seorang debitur 

dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri merujuk pada 

pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji, atau kelalaian yang 

dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 

perjanjian.31 

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi 

perjanjian yang telah disepakati atau dibuat, maka pihak tersebut telah melakukan 

perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk 

memberikan prestasi sama sekali, keterlambatan dalam memberikan prestasi, atau 

memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian. 

Faktor waktu dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting, 

karena kedua belah pihak umumnya ingin agar ketentuan perjanjian dapat 

dilaksanakan dengan segera. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian menjadi 

krusial untuk memastikan kapan setiap pihak berkewajiban untuk menepati janji 

atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buku III KUH Perdata 

mengatur tentang wanprestasi, dan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut 

adalah Pasal 1238 KUH Perdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, 

atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, 

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnya 

 
31 Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan 

Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Lex Privatum Vol. 10 No. 3 (2022). Hal. 4. 
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waktu yang ditentukan." Jika batas waktu tidak ditentukan, maka untuk menyatakan 

seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari 

kreditur yang diberikan kepada debitur.32 

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga 

karena ketidakpemenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan, jika pihak yang 

berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap tidak 

melaksanakannya, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan olehnya hanya 

dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggang waktu yang telah dilampauinya.33 

Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak bagi pihak yang 

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan 

ganti rugi. Oleh karena itu, hukum berharap agar tidak ada satu pihak pun yang 

mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut.34 Bentuk-bentuk 

Wanprestasi adalah sebagai berikut: 

a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ini terjadi 

ketika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. 

b. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu. 

Ketika debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, maka ini merupakan wanprestasi dalam bentuk 

ketidaktepatwaktuan. 

 
32 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016) 

hal 82. 
33 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 1 
34 Encep Saefullah, dkk, Buku Ajar Hukum Bisnis, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta 

Media, 2022), hal 154. 
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c. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Jika debitur memenuhi prestasi, namun dengan cara yang tidak sesuai atau 

keliru sehingga tidak dapat diperbaiki, maka ini juga dianggap sebagai 

wanprestasi. 

      2.2.2 Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi 

Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, penting untuk tetap 

melindungi kepentingannya guna menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum 

bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Dengan menggunakan mekanisme khusus untuk memutuskan perjanjian, 

pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, meskipun 

pihak lainnya telah melakukan wanprestasi. Hukum menetapkan beberapa 

mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut, antara lain: 

1. Kewajiban untuk melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata). 

2. Kewajiban untuk memutuskan perjanjian secara timbal balik melalui 

pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata). 

b. Pembatasan terhadap pemutusan perjanjian berlaku jika salah satu pihak telah 

melakukan wanprestasi. Pihak lainnya dalam perjanjian tersebut memiliki hak 

untuk memutuskan perjanjian yang terkait dengan wanprestasi tersebut. Namun, 

terdapat beberapa restriksi yuridis yang mengatur hak untuk memutuskan 

perjanjian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 
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1. Penting untuk menilai sejauh mana seriusnya suatu wanprestasi terhadap 

suatu perjanjian. Mekanisme penentuan serius atau tidaknya wanprestasi 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Melihat apakah dalam perjanjian terdapat ketentuan yang menegaskan 

kewajiban-kewajiban mana yang dianggap sebagai wanprestasi terhadap 

perjanjian tersebut. 

b. Jika perjanjian tidak memiliki ketentuan khusus, maka hakim memiliki 

kewenangan untuk menentukan apakah ketidakpenuhan kewajiban 

tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai wanprestasi terhadap 

perjanjian yang bersangkutan. 

2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dihapuskan. Pengesampingan 

hak untuk memutuskan perjanjian berdampak pada dua hal sebagai berikut: 

kehilangan hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan ganti rugi. Dalam prinsipnya, pengesampingan hak untuk 

memutuskan perjanjian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat 

dilakukan dengan dua cara: secara eksplisit atau dengan tindakan yang 

menunjukkan ketidakkeberatan untuk mengakhiri perjanjian. 

3. Jika ada unsur "kesalahan" yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi, 

maka unsur "kesalahan" tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak 

dari pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Dalam prinsipnya, 
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pemutusan perjanjian merupakan keputusan yang tergantung pada 

kebijaksanaan dari pengadilan.35 

2.3 Tinjauan Tentang Jual Beli 

      2.3.1 Pengertian Jual Beli. 

Jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, di 

mana penjual menyerahkan obyek barang yang ditentukan, dan pembeli membayar 

harga obyek barang tersebut. 

Menurut R. Subekti, jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana pihak 

penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak 

pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai 

imbalan dari perolehan hak milik tersebut.36 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah perjanjian di mana suatu 

pihak menyetujui untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak 

lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati oleh 

keduanya.37 

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara pihak 

penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian tersebut, pihak penjual memiliki 

kewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli, sementara pembeli 

memiliki kewajiban untuk membayar harga yang disepakati dan berhak menerima 

obyek tersebut.38 

 
35 NA Sinaga, N Darwis. Op. Cit., hal 53-54 
36 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 1. 
37 Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

(Bandung: Sumur, 1991), hal 17. 
38 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), hal 49. 
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Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana 

salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji 

untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli ini merupakan 

suatu ikatan timbal balik, di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak 

milik atas suatu barang, dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga sebagai 

imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup kedua perbuatan 

tersebut adalah "koop en verkoop" dalam bahasa Belanda, yang juga mengandung 

arti bahwa satu pihak "menjual" (verkoopt) sedangkan pihak lainnya "membeli" 

(koopt).39 

 Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua unsur pokok yang harus ada, yaitu 

barang dan harga. Antara penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan 

mengenai harga dan benda yang akan menjadi objek jual beli. Pasal 1465 

KUHPerdata mengatur bahwa "harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. 

Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu 

tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu 

pembelian". Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan mengenai harga antara 

kedua belah pihak, dan jika diperlukan, penaksir dari pihak ketiga dapat 

diikutsertakan untuk menentukan harga tersebut. Jika penaksir dari pihak ketiga 

tidak bersedia atau tidak mampu memberikan penaksiran, maka kesepakatan 

pembelian tidak terjadi. 

Perjanjian jual beli yang sah terbentuk ketika kedua belah pihak telah 

mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Saat 

 
39 R. Subekti, Op. Cit., hal 2. 
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terjadi atau tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga, perjanjian jual beli 

dianggap telah terjadi, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh penjual dan 

harga belum dibayar oleh pembeli. Hal ini menggarisbawahi sifat konsensual dari 

perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 

mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini 

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."40  

Asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut: 

1. Asas kebebasan berkontrak: 

Menjamin kebebasan setiap individu dalam membuat perjanjian, dengan 

catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 

2. Asas konsensualisme: 

Perjanjian atau kontrak dianggap sah saat terjadi kesepakatan antara pihak-

pihak yang terlibat. Dengan tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut berlaku 

dan mengikat para pihak, meskipun belum dilaksanakan saat itu. 

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian: 

Setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 

 
40 Ibid, hal 2 
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4. Asas itikad baik: 

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, perjanjian harus 

mengindahkan kepatutan dan kesusilaan serta dipenuhi dengan kesungguhan hati 

oleh para pihak yang terlibat. 41 

5. Asas kepribadian: 

Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat 

pihak-pihak lain yang tidak memberikan persetujuan. Seorang individu hanya dapat 

mewakili dirinya sendiri dalam membuat perjanjian. 

Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian tidak sah jika 

diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau penipuan. Apa yang 

dimaksud dengan paksaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 

KUHPerdata. 

      2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli 

Penjual memiliki hak untuk menerima harga barang yang telah dijualnya 

sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

Sebaliknya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari 

penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. 

Kewajiban hukum merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan, baik yang timbul dari 

perjanjian yang dibuat antara mereka maupun dari ketentuan-ketentuan yang diatur 

 
41 Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 

hal 45. 
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dalam undang-undang. Jika kewajiban hukum ini tidak dipenuhi, maka akan 

mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti kemungkinan tuntutan oleh pihak yang 

berhak untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi, serta putusan hakim 

dari pengadilan yang dapat memaksa pemenuhan kewajiban tersebut.42  

1. Kewajiban Penjual 

a. Kewajiban penjual adalah untuk menyerahkan hak milik atas barang 

yang diperjualbelikan. Kewajiban ini mencakup semua tindakan yang 

sah untuk mengalihkan hak milik barang tersebut dari penjual kepada 

pembeli. 

b. Penjual bertanggung jawab atas kenikmatan tenteram yang diperoleh 

dari barang yang dijual dan bertanggung jawab atas cacat-cacat 

tersembunyi yang mungkin ada pada barang tersebut.43 

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual adalah bahwa penjual memberikan 

jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah miliknya 

sendiri, bebas dari beban atau tuntutan pihak lain. Penjual bertanggung 

jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijualnya, 

meskipun penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah 

diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab 

atas apapun. Cacat tersembunyi berarti cacat tersebut tidak mudah terlihat 

oleh pembeli yang normal.44 

2. Kewajiban Pembeli 

 
42 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2003), hal 41. 
43 R. Subekti, Op. Cit., hal 8. 
44 Ibid, hal 8. 
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a. Memastikan bahwa penguasaan atas barang yang dibeli dilakukan 

dengan aman dan tenteram. 

b. Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang 

tersebut, yang dapat menjadi alasan pembatalan transaksi. 

Kewajiban utama pembeli dalam perjanjian jual beli adalah melakukan 

pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan waktu dan tempat yang 

telah disepakati. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak diatur dalam 

perjanjian, pembayaran harus dilakukan pada saat dan tempat penyerahan 

barang dilakukan. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran atas harga 

barang tersebut, penjual berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, 

begitu pula sebaliknya, jika penjual tidak menyerahkan barangnya, 

pembeli juga berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian. 

2.4 Tinjauan Tentang Ekspor 

      2.4.1 Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke 

negara lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ekonomi, 

ekspor juga merujuk pada kegiatan penjualan barang-barang dan jasa-jasa ke luar 

negeri yang dilakukan oleh eksportir. Ekspor biasanya dilakukan ketika suatu 

negara memiliki kelebihan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri 

dan dari aktivitas ekspor ini, negara dapat memperoleh pemasukan berupa devisa.45 

Menurut Andi Susilo, ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari 

wilayah pabean. Dari definisi ini, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai barang 

 
45 Ilham Tri Murdo, Junaidi Affan. “Ekspor Indonesia Dalam 2 Dekade dan Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi”, Journal Competency Of Business Vol. 6 No. 1 (2022), hal 38. 
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ekspor dan wilayah pabean. Wilayah pabean mencakup seluruh wilayah negara 

Indonesia, termasuk wilayah daratan, laut, dan udara, serta daerah-daerah tertentu 

yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di 

dalamnya berlaku ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sedangkan 

barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari wilayah pabean tersebut.46 

Menurut Tandjung Marolop, ekspor adalah aktivitas perdagangan yang 

dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam wilayah pabean suatu 

negara ke negara lain, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.47 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, ekspor adalah tindakan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah 

Negara Republik Indonesia. Eksportir merujuk pada badan usaha, termasuk yang 

berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, serta perorangan 

yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Ekspor adalah proses mengalirkan sejumlah 

barang dan jasa dari suatu negara ke pasar internasional. Hal ini mencakup 

pembelian barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri oleh negara lain. 

Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang yang dapat bersaing di pasar 

internasional merupakan faktor penting yang menentukan tingkat ekspor.48 

Menurut Siswanto Sutojo, terdapat ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor, yaitu: 49 

a. Penjual (eksportir) dan pembeli (importir) berada di wilayah yang terpisah 

oleh batas teritorial kenegaraan. 

 
46 Andi Susilo, Panduan Pintar Ekspor, (Jakarta: Trans Media, 2013), hal. 21 
47 Tandjung Marolop, Aspek dan Prosedur Ekspor Impor, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), hal. 269. 
48 Wulandari, Op. Cit., 23. 
49 Siswanto Sutojo, Membiayai Perdagangan Ekspor Impor, (Jakarta: Damar Mulia 

Pustaka, 2001), hal. 1. 
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b. Mata uang yang digunakan antara negara pembeli dan penjual berbeda. 

Transaksi perdagangan seringkali dilakukan dengan menggunakan mata uang 

asing seperti dolar Amerika, pounsterling Inggris, atau yen Jepang. 

c. Hubungan antara pembeli dan penjual tidak selalu sudah terjalin lama dan 

akrab. Pengetahuan tentang kualifikasi mitra dagang, termasuk kemampuan 

membayar atau memasok komoditas sesuai kontrak penjualan, seringkali 

terbatas. 

d. Terdapat perbedaan kebijakan pemerintah negara pembeli dan penjual dalam 

perdagangan internasional, moneter, lalu lintas devisa, labeling, embargo, atau 

perpajakan. 

e. Pembeli dan penjual kadang-kadang memiliki perbedaan dalam penguasaan 

teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional, serta bahasa asing 

yang umum digunakan dalam transaksi, seperti bahasa Inggris. 

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) dan sistem Online Single Submission Risk-

Based Approach, ketentuan mengenai ekspor kopi di Indonesia diatur dalam dua 

peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 109 Tahun 2018) dan Peraturan Nomor 

80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 80 Tahun 2019). 

Saat itu, pelaku usaha kopi yang ingin melakukan ekspor diharuskan untuk 

mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) sesuai dengan 

peraturan tersebut. 
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Namun, setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, serta sistem 

Online Single Submission Risk-Based Approach diimplementasikan, kedua 

peraturan Menteri Perdagangan tersebut, yaitu Permendag Nomor 109 Tahun 2018 

dan Permendag Nomor 80 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua 

peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 19 Tahun 2021) dan 

Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 2 Tahun 2022). 

Hal ini menjadi aturan terbaru yang mengatur kebijakan dan prosedur ekspor kopi 

di Indonesia. 

      2.4.2 Sistem Pembayaran Dalam Ekspor 

Adanya jarak dan kurangnya kedekatan secara pribadi tentu akan 

menyebabkan risiko dan kecurigaan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Eksportir 

khawatir bahwa barang yang dikirim tidak akan dibayar oleh importir. Di sisi lain, 

importir juga khawatir bahwa barang yang dipesannya tidak akan sampai atau tidak 

sesuai dengan yang telah diperjanjikan.50  

Sistem pembayaran kegiatan ekspor yang digunakan oleh PT. Degayo Agri 

Indonesia adalah menggunakan metode pembayaran Open Account berlandaskan 

kepercayaan antara kedua belah pihak. 

 

 
50 Ali Riza, Tesis, Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi 

Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer  (Yogyakarta:UII, 2016), hal. 43. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Putri Hasanah Nasution - Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian….



 

40 
 

Open Account adalah salah satu metode pembayaran dalam perdagangan 

internasional di mana pengiriman barang, termasuk dokumen terkait, dilakukan di 

awal, sementara pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini, penjual akan 

mengirimkan faktur kepada pembeli untuk pembayaran sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati sebelumnya. 

Setelah eksportir dan importir mencapai persetujuan mengenai ketentuan 

open account, proses pembayaran dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah berikut: 51 

1. Penandatanganan Kontrak Penjualan 

Langkah utama dalam penerapan open account adalah penandatanganan kontrak 

penjualan oleh pihak eksportir dan importir. Kontrak ini mencakup ketentuan-

ketentuan transaksi, termasuk periode batas pembayaran, yang memerlukan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Detail Pengiriman Barang 

Setelah kontrak penjualan disepakati, pihak eksportir akan mengirimkan detail 

terkait pengiriman barang kepada pihak importir. Hal ini bertujuan agar pembeli 

dapat bersiap-siap untuk menerima paket yang akan dikirimkan. 

3. Pengiriman Dokumen Ekspor 

 
51 Redaksi OCBC NISP, “Open Account: Metode Pembayaran Luar Negeri”, 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/31/open-account-adalah  (Dikutip, 25 Mei 2023, 
16.32 WIB) 
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Eksportir perlu mengirimkan dokumen-dokumen terkait kegiatan ekspor kepada 

importir. Kegiatan ini dilakukan tanpa perantara sehingga pembeli dapat 

menerima dokumen tersebut secara langsung dan memastikan keabsahannya. 

4. Penerimaan Barang 

Untuk menerima produk yang telah dipesan, importir harus mendatangi 

maskapai pengangkutan dengan membawa dokumen terkait pengiriman barang. 

Setelah tiba di lokasi, pembeli dapat melakukan proses klaim terhadap produk 

yang telah diterima. 

5. Pembayaran Sesuai Ketentuan 

Tahap terakhir dalam sistem open account adalah melakukan pembayaran sesuai 

dengan persetujuan yang telah ditentukan. Biasanya, eksportir akan menagih 

pembayaran melalui telepon, surat, atau menggunakan jasa pengumpulan dana 

lainnya. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati sebelumnya. 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kopi 

       2.5.1 Perkembangan Kopi di Indonesia 

Tanaman kopi pertama kali ditemukan di wilayah selatan Sudan, namun 

berkembang dan berbunga setelah menyebar ke Ethiopia. Oleh karena itu, Ethiopia, 

terutama dataran tinggi Kaffa, dianggap sebagai kota asal kopi. Pada awalnya, di 

Ethiopia, kopi (dikenal sebagai "qahwah" dalam Bahasa Arab atau "kahveh" dalam 

Bahasa Turki) dikonsumsi dengan mengonsumsi buahnya (coffee cherry), 

sementara bijinya dihancurkan, dicampur dengan lemak hewan, dan digunakan 

sebagai suplemen energi. 
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Minuman kopi diperkenalkan dan diketahui digunakan oleh Asy-Sadzili dan 

para sufi pada abad ke-13 untuk meningkatkan kekhusyukan beribadah di malam 

hari. Kopi kemudian menyebar ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 

pada akhir abad ke-15 dan mulai dibudidayakan secara luas. Sejarah perkembangan 

kopi di dunia tidak bisa dilepaskan dari peran penting Indonesia. Perkebunan kopi 

milik Eropa pertama kali didirikan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pada 

masa penjajahan dengan sistem tanam paksa. Selanjutnya, kopi mulai 

dibudidayakan di berbagai wilayah ekuator di Indonesia, seperti Sumatra, Sulawesi, 

Timor, dan Bali. Kopi dari Indonesia kemudian menjadi komoditas yang penting di 

pasar internasional.52 

Penanaman kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 dengan menggunakan 

jenis kopi arabika. Namun, penanaman kopi arabika awal ini tidak berhasil dengan 

baik. Pada tahun 1699, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk 

mendatangkan kembali bibit kopi arabika, yang kemudian berhasil berkembang 

dengan baik di Pulau Jawa. Jenis kopi arabika ini kemudian dikenal sebagai kopi 

Jawa (Java coffee) dan memiliki kualitas yang sangat baik. Selama lebih dari 100 

tahun, kopi Jawa menjadi komoditas ekspor yang penting bagi Indonesia. 

Sejak tahun 1878, muncul penyakit karat daun pada tanaman kopi yang 

disebabkan oleh jamur Hemilela vastatrix B et Br. Penyakit ini menyebabkan 

kerusakan dan kematian tanaman kopi serta menyebabkan kerugian hasil yang 

sangat besar. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini pada 

 
52 Wenny Bekti Sunarharum dkk, Sains Kopi Indonesia, (Malang: UB Press, 2019), hal. 3. 
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saat itu, namun belum ada yang berhasil dengan hasil yang memuaskan. Oleh 

karena itu, sejak tahun 1900, kopi robusta mulai dikembangkan sebagai pengganti 

kopi arabika karena jenis kopi ini lebih tahan terhadap penyakit karat daun. 

Perubahan dominasi jenis tanaman kopi yang dibudidayakan terjadi, dari kopi 

arabika menjadi kopi robusta. 

Kopi arabika yang masih ada umumnya hanya ditanam di dataran tinggi 

dengan elevasi 1.000 meter di atas permukaan laut. Hal ini disebabkan oleh tingkat 

serangan jamur H. vastatrix yang lebih rendah pada elevasi 1.000 meter di atas 

permukaan laut atau lebih tinggi. Tanaman kopi arabika masih mampu bertahan dan 

menghasilkan dengan baik di daerah dengan ketinggian tersebut. Di sisi lain, kopi 

robusta biasanya dibudidayakan di lahan dengan elevasi 0-1.000 meter di atas 

permukaan laut. 

Pada tahun 1900, perusahaan perkebunan bernama "Cultuur Mij. Soember 

Agoeng" membeli benih kopi robusta dari l'Horticule Coloniale di Brussel. Benih-

benih ini didatangkan dari Kongo Belgia (sekarang Zaire) di Afrika Barat. Pada 

tanggal 10 September 1900, bibit-bibit kopi robusta tersebut diterima di Kebun 

Soember Agoeng yang dikelola oleh perusahaan perkebunan tersebut. Kantor 

perusahaan perkebunan ini berada di kota s'Gravenhage di Belanda, dan mereka 

mengelola beberapa perkebunan seperti Soember Agoeng, Wringin Anom, dan Kali 

Bakar yang terletak di daerah Dampit, sekitar 40 km arah tenggara dari kota 

Malang. 

PTPN XII merupakan perusahaan pertama yang bergerak dalam industri kopi, 

didirikan pada tahun 1896 dan hingga sekarang masih aktif dalam produksi kopi di 
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beberapa lokasi. Seiring perkembangannya, banyak perkebunan kopi yang saat ini 

dikelola oleh masyarakat, tidak hanya oleh PTPN XII. Menurut GAEKI (2015), 

produksi kopi di Indonesia didominasi oleh jenis Robusta sebesar 83% dan Arabika 

sebesar 17%. Meskipun Indonesia juga menghasilkan kopi jenis Liberika dan 

Excelsa, namun jumlahnya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan 

produksi Robusta dan Arabika.53 

Pada tahun 1901, upaya untuk memperkenalkan kopi robusta di Indonesia 

juga dilakukan oleh kelompok pengusaha perkebunan di wilayah Kediri. Selain itu, 

pada tahun yang sama, Pemerintah Hindia Belanda juga memasukkan kopi robusta 

ke Kebun Percobaan milik mereka di Bangelan dekat Malang untuk keperluan 

penelitian.54 

      2.5.2 Jenis-Jenis Kopi 

Dalam dunia budidaya kopi, terdapat dua jenis utama yang banyak 

dibudidayakan, yaitu kopi arabika (Coffea Arabica) dan kopi robusta (Coffea 

Canephora). Selain itu, terdapat juga jenis lain seperti Coffea liberica dan Coffea 

congenis yang merupakan variasi atau perkembangan dari jenis kopi robusta.55 

a. Arabika 

Kopi arabika, berasal dari spesies pohon kopi Coffea arabica, merupakan 

varietas kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia. Jenis kopi ini 

memiliki produksi yang paling banyak, mencapai lebih dari 60 persen dari 

 
53 Kiki Febrianto, dkk,  Teknologi Pengolahan Kopi, (Malang: Media Nusa Creative, 

2017), hal. 4. 
54 Pudji Raharjo, Kopi Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta, 

(Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hal. 12. 
55 Edy Panggabean, Buku Pintar Kopi, (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2019), hal. 20. 
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total produksi kopi di seluruh dunia. Kopi arabika dianggap menghasilkan 

kopi dengan kualitas terbaik. Pertumbuhan pohon kopi arabika lebih ideal 

pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi 

pohon mencapai antara 4 hingga 6 meter. Kandungan kafein dalam kopi 

arabika biasanya tidak lebih dari 1.5 persen, dan jumlah kromosomnya 

adalah 44 kromosom. 

b. Robusta 

Coffea canephora, yang lebih dikenal sebagai kopi robusta, adalah spesies 

kopi kedua yang diproduksi dalam jumlah cukup besar. Tanaman kopi 

robusta memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan kopi 

arabika. Keunggulan kopi robusta adalah kemampuannya untuk tumbuh 

dengan baik di ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi 

arabika. Tanaman kopi robusta dapat hidup di daerah dengan ketinggian 

di bawah 1.000 meter di atas permukaan air laut. Meskipun begitu, rasa 

kopi robusta tidak sebaik kopi arabika. 

Secara proporsi, sekitar sepertiga dari total produksi kopi dunia berasal 

dari kopi robusta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tanaman kopi 

robusta lebih mudah dalam perawatannya dibandingkan kopi arabika, 

sehingga biaya produksinya juga lebih rendah. Karena itu, harga kopi 

robusta di pasar juga lebih terjangkau dibandingkan kopi arabika. 

Kelebihan harga yang lebih murah membuat kopi robusta banyak 

digunakan dalam pembuatan kopi instan. Perbedaan kadar kafein juga 

menjadi ciri khas, di mana kopi robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi, 

yaitu sekitar 2,8%, serta jumlah kromosom sebanyak 22. 
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c. Liberika 

Kopi Liberika merupakan varietas kopi yang berasal dari Liberia, sebuah 

negara di Afrika Barat. Tanaman kopi ini memiliki tinggi mencapai 9 

meter dari permukaan tanah. Pada abad ke-19, kopi Liberika 

diperkenalkan ke Indonesia sebagai pengganti kopi Arabika yang 

mengalami serangan hama dan penyakit. 

Perbedaan kualitas antara biji kopi Arabika dan Robusta terletak pada 

beberapa aspek. Biji kopi Arabika memiliki rasa yang lebih halus dan sedikit asam 

daripada Robusta. Selain itu, Arabika memiliki kadar kafein yang lebih rendah. Di 

sisi lain, biji kopi Robusta memiliki rasa yang lebih kuat dan asam, serta 

mengandung kadar kafein yang lebih tinggi. Aroma biji kopi Arabika juga lebih 

kompleks dan beragam jika dibandingkan dengan Robusta. Penting untuk dicatat 

bahwa kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh jenis biji kopi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh proses pengolahan, kondisi pertanian, dan teknik penyajian yang 

digunakan.56 

 

 

 

 

 

 
56 Tim Semesta Organik, Kopi:Dari Pertanian Hingga Minuman Favorit, (Bamda Aceh: 

Tiram Media, 2023), hal. 4. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

      3.1.1 Waktu Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini, waktu yang penulis digunakan dimulai dari 

pengajuan judul hingga penyusunan skripsi dimulai dari bulan Oktober 2022. 

 

      3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Degayo Agri Indonesia yang beralamat di 

Jalan Garuda 2 No. 16U, Desa Sei Semayang, Sunggal Medan, Sumatera Utara, 

Indonesia. 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan  

Ket Oktober 

2022 

Januari 

2023 

Maret 

2023 

Mei 

2023 

Juli 

2023 

Agustus  

2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                         

2 Seminar 

Proposal 

                         

3 Penelitian                          

4 Penelitian 

& 

Bimbingan 

Skripsi 

                         

5 Seminar 

Hasil 

                         

6 Sidang 

Meja 

Hijau 
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3.2 Metodologi Penelitian  

      3.2.1 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah hukum yuridis normatif untuk 

mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip 

hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya dalam rangka menjawab 

permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian ini didasarkan pada studi 

dokumen, yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan 

prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. 57  Penelitian ini juga 

mencakup wawancara sebagai pendukung, yang dilakukan setelah mengkaji 

berbagai sumber hukum dan dokumen terkait untuk menangani masalah dan topik 

yang dibahas dalam penelitian. 

Kemudian penelitian ini didukung dengan menggunakan bahan 

kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku-buku, 

perundang-undangan, artikel, skripsi-skripsi, kamus, dan sumber-sumber dari 

internet. 

      3.2.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang 

yang diteliti. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 

 
57 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 48. 
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kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang terkait dengan objek penelitian. 

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

a. Bahan hukum primer 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu 

bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. 

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, seperti 

peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sementara itu, bahan 

hukum yang tidak dikodifikasikan mencakup hukum adat, yurisprudensi, 

traktat, dan bahan hukum lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum 

dan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal-jurnal 

hukum dan sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta 

makalah, artikel, dan karya tulis lainnya yang terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk mendukung 

pemahaman dan analisis lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk adalah sumber yang 

menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan 

skunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang memberikan petunjuk 
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dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Hukum 

menyediakan definisi dan pengertian istilah-istilah hukum yang digunakan 

dalam bahan hukum, sementara Kamus Bahasa Indonesia dapat membantu 

dalam memahami arti kata-kata dan istilah-istilah yang digunakan dalam 

bahan hukum yang terkait dengan penelitian. 

      3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpul data sebagai berikut: 

d. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan 

dengan mengacu pada berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, 

buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal 

hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. 

Penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder 

dari sumber-sumber tersebut. 

e. Penelitian Lapangan (Field Research) 

adalah metode penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung 

melakukan penelitian di lokasi terkait, dalam hal ini PT. Degayo Agri 

Indonesia. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Chairul 

Arriega untuk mengumpulkan data dan mendalam mengenai informasi 

yang relevan dengan topik penelitian. 

      3.2.4 Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, yang berarti mengungkapkan hasil penelitian dengan cara menjelaskan 
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data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan secara 

sistematis. Selanjutnya, hasil tersebut akan digunakan untuk mencapai suatu 

kesimpulan yang jelas dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang 

diteliti. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode pencarian fakta yang bertujuan 

untuk memberikan interpretasi yang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian 

deskriptif juga sering disebut sebagai metode survei normatif, karena fokusnya 

adalah untuk mempelajari norma-norma atau standar-standar yang dipegang dan 

diikuti oleh masyarakat.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 H. Abdullah, Berbagai Metode Dalam Penelitian, (Watampone: Gunadarma Ilmu, 

2018), hal. 3. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Dalam ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia masing-masing pihak 

harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam perjanjian 

menggunakan syarat incoterm, tanggung jawab tersebut dapat dijalankan 

melalui beberapa cara, seperti ganti rugi, kompensasi, asuransi, atau 

penjadwalan ulang kontrak. Namun, perjanjian antara PT. Degayo Agri 

Indonesia dengan Sucafinasa mengalami masalah wanprestasi yang terjadi 

di luar keinginan kedua belah pihak, yaitu adanya keadaan memaksa atau 

force majeure. Hal ini menyebabkan perjanjian terhenti atau tertunda karena 

keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Kedua belah 

pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut, bahkan 

jika tidak ada unsur kesengajaan dari masing-masing pihak. 

2. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, penyelesaian sengketa dalam 

ekspor impor PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa dilakukan 

melalui negosiasi. Negosiasi merupakan cara yang banyak digunakan dan 

efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Proses negosiasi 

bertujuan mencapai kesepakatan antara kedua pihak dan mencapai tujuan 

bersama yang dikehendaki. Dengan demikian, permasalahan di atas 

diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi 

dan tidak memerlukan penyelesaian di pengadilan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Putri Hasanah Nasution - Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian….



 

69 
 

5.2 Saran 

1. Agar mencegah terjadinya wanprestasi, semua pihak yang terlibat dalam 

perjanjian harus memiliki itikad baik dan bertanggung jawab terhadap 

prestasi yang telah disepakati. Jika terjadi situasi di mana terdapat kesalahan 

yang bukan hanya disebabkan oleh pihak eksportir, tetapi juga melibatkan 

pihak ketiga, maka pihak ketiga juga harus bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul.dan untuk mengurangi risiko dalam penggunaan open account, 

pihak eksportir dapat menggunakan produk penjamin dari bank atau export 

credit agency. Dengan cara ini, saat bernegosiasi kontrak jual-beli, eksportir 

dapat menetapkan syarat agar pembeli mendapatkan jaminan dari bank atau 

lembaga penjamin lainnya, yang akan menjamin kewajiban pembeli untuk 

membayar produk atau barang kepada eksportir.  

2. Agar mempermudah kedua belah pihak jika terjadi sengketa, disarankan 

untuk mengatur penyelesaian sengketa secara lebih lengkap dan rinci dalam 

perjanjian. Dalam ketentuan perjanjian, sebaiknya ditetapkan mekanisme 

yang jelas mengenai cara dan prosedur penyelesaian sengketa, termasuk 

pilihan forum penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau 

arbitrase. Dengan mengatur hal ini dengan lebih terperinci, diharapkan para 

pihak dapat lebih mudah menangani dan menyelesaikan sengketa secara 

efisien dan efektif. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PERTANYAAN PENELITIAN 

Narasumber : Bapak Chairul Arriega selaku Direktur PT. Degayo Agri Indonesia 

Penulis : Bagaimana sejarah awal mulanya berdiri PT. Degayo Agri 

Indonesia dan bagaimana PT. Degayo Agri Indonesia bisa ekspor 

sampai keluar negeri ? 

Narasumber : Awal mula berdirinya PT. Degayo Agri Indonesia karena adanya 

ketertarikan keluarga kepada kopi. Kecintaan pada kopi 

mempelajari keterampilan menyiapkan kopi saat bekerja di industri 

kuliner, dan sekembalinya ke Asia, melanjutkan keterlibatandalam 

pertanian dan perdagangan kopi keluarga. Awal mula dibangunnya 

Perusahaan pada tahun 2003 dengan berubah ubah nama dari 

Aramico Comodities menjadi CV. Degayo dan sampai sekarang 

menjadi PT. Degayo Agri Indonesia, tentunya saat tentunya saat 

membangun perusahaan sudah mempertimbangkan kemana arah 

penjualan serta membangun relasi dan mengiklankan produk di 

berbagai website, memperkenalkan produk kepada orang-orang 

dilingkungan kopi sehingga dikenal oleh banyak orang dari berbagai 

negara. 

Penulis : Dalam praktek perjanjian ekspor kopi berapa persen letak 

wanprestasi yang terjadi dan apa saja hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam ekspor kopi ?  
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Narasumber : Hambatan-hambatan yang kerap terjadi pada ekspor kopi ada pada 

pengiriman, terjadinya ekspor pastinya juga melibatkan pihak ketiga 

seperti pihak pelayaran kapal laut, terjadinya keterlambatan 

pengiriman yang melewati batas tanggal kontrak perjanjian karena 

ditengah perjalanan ada kendala pada pelayaran tidak mempunyai 

jadwal ke negara tujuan ekspor, sehingga harus menjadwalkan ulang 

pengiriman. Wanprestasi yang terjadi yaitu 30%, pada pengiriman 

1% pada mutu dan 1% pada penundaan pembayaran yang pernah 

terjadi, karena pada saat itu harga kopi melonjak tinggi dan banyak 

warung/perusahaan yang tutup pada sehingga pihak importir tidak 

bisa menjual kembali kopi sehingga menyebabkan tidak bisa 

membayar. 

Penulis : Jika terjadi sengketa pada ekspor kopi, lebih cenderung mana 

hukum yang dipakai ? 

Narasumber : Indonesia bergabung menjadi anggota International Coffee 

Organization atau yang sering disebut dengan ICO, sebuah 

organisasi internasional yang berfokus pada industri kopi, yang 

terdiri dari 48 negara anggota, termasuk 42 negara eksportir dan 6 

negara importir, termasuk Uni Eropa. Setiap perusahaan yang ingin 

melakukan ekspor kopi ke Eropa harus mencantumkan keanggotaan 

ICO, karena ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

melakukan ekspor ke wilayah tersebut. Jika terjadi sengketa, 

anggota yang tergabung dalam ICO menggunakan hukum Eropa 

sebagai dasar penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, kopi 
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memiliki pengadilan tersendiri di Eropa yang menjadi forum 

penyelesaian sengketa terkait industri kopi. 
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